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ABSTRAK

Desa mervpakan wjung tanduk dari Pemerintahan di Indonesia, schingga,
diperlukannya aparatur desa yvang berkualitas dalam menjalankannya dan Mnas
atau  Badan wvang berperan ditingkat  dacrah  dalam  melaksanakan  tougas
pemberdayaan terschut terschut adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
maka dari itu penulis mengambil judul “KINERJA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA DALAM MENINGKATKAN KUALITAS
APARATUR DESA DI KABUPATEN LAMANDAU PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH.” Fenclitian ini bertujuan untuk mendapatkan data
dan informasi pelaksanaan Kincrja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
dalarm meningkatkan kualitas aparatur desa di Kabupaten Lamandau, dengan
mengounakan teori kinerja dari TR, Mitchell dalam Serdamayanti, (2008,
Mengetahui faktor-faktor penghambat kinerja DPMIY, dan upaya dalam mengatasi
hamhbatan dalam meningkatkan kinerja DPMID. Penelitian ini merupakan penelitian
kualitatif dengan  metode  deskriptif  dengan  pendekatan  induktif, tcknik
pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik
obscrvasi, wawancara dan dokumentasi  adapun dalam menganalisis data yaitu
pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil
penclitian menunjukkan bahwa Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
masih belum optimal dalam meningkatkan kualitas aparatur desa di Kabupaten
Lamandau hal tersebut dilibat dan lima dimensi kinena menurot TR, Michell
dimana tiga dimensi kinerjanya menunjukan performa masih belum optimal yaito
di dimensl Kualitas kerja, Kemampuan aparatur dan Disiplin kerja dan dua dimensi
sudah cukup baik vaito di dimensi Inisiatid dan Komunikasi. Upaya atan strategi
yang dilakukan DPMD Kabupaten Lamandan untuk mengatasi hambatan tersehut
yaitu meningkatkan kerja sama dengan pihak Kecamatan uwntuk melakukan
crosscheck  aparatur desa, meningkatkan kualitas  pendidikan SDM DPMID,
pengoptimalan dan penambahan sarana dan prasarana dan melakukan pembinaan
khusus terkait masalah pelanggaran politike.

Kata Kunci : Kinerja, Peningkatan Kualitas Aparatur, Pemerintah Desa



ABSTRACT

The village is the end of the horns of the Government in Indonesia, so, the need for
gualificd village officials in carrying it out and the Service or Agency that plays a
role at the regiomal level in carrying out these empowerment tasks is the Community
and Village Empowerment Service, therelore the author takes the title "THE
PERFORMANCE OF THE COMMUNITY AND VILLAGE EMPOWERMENT
OFFICE IN IMPROVING THE QUALITY OF VILLAGE OFFICIALS IN
LAMANDAU REGENCY, CENTRAL KALIMANTAN PROVINCE". This study
aims to obiain data and information on the implementation of the performance of
the Community and WYillage Empowerment Service in improving the quality of
village oificials in Lamandau Regency, using the performance theory of TR
Mitchell in Serdarmyanti, (2009). Knowing the factors inhibiting DPMID
performance, and cfforts to overcome obstacles in improving DPMD performance.
This research is a gualitative rescarch with a descriptive method with an inductive
approach, the data collection techniques used in this rescarch are observation,
intervicw and documentation techniques, while in analyeing the data, namely data
collection, data reduction, data presentation and drawing conclusions. The results
showed that the performance of the Community and Village Empowerment Service
was sl not optirml in improving the quality of village officials in Lamandau
Fegency. This was scen from the five dimensions of performance according to TUR.
Milchell where the three dimensions of performance show that the performance is
still not optimal, namely in the dimensions of quality of work, ability of personnel
and work discipline and two dimensions are good cnough. namely in the dimensions
of inilative and communication. Efforts or strategies carricd out by DPMID
Larmandau Regency to overcome these obstacles, namely increasing cooperation
with the District to crosscheck village officials, improve the quality of DPMID HE
cducation, optimize and add facilitics and infrastructure and provide special
auidance related to the problem of political violations.

kKeywords: Perfommance, Improving the Quality of Apparatus, Village
Government



I. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang

Scecara urnum suatu pemerintahan memiliki 4 (empat) fungsi yaitu, pelayanan,
pengaturan, pembangunan dan pemberdayaan. Fungsi tersebut harus dilaksanakan
sccara bersamaan dan optimal untuk mencapai tujuan dan pernerintahan. Salah
satunya adalah fungsi pembangunan, dimana fungsi terscbut mempunyai tujuan
untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan menscjahtrakan masyarakat.

LT MNo.23 Tahun 2004 adalah pedoman dalam pelaksanaan proses otonomi
dacrah. Monomi dacrah merupakan kebijakan yang membrikan kebebasan kepada
dacrah untuk mengatur dan mengurus dacrahnya masing-masing. Pemerintah
dacrah berwenang schagai pelaksana 4 (empat) fungsi pemerintahan di dacrah guna
mewujudkan kescjahtraan masyamkat dacrah.

Femudian dalam UL No 23 Tahon 2014 Tentang Pemerintah Dacrah, Desa
tidak dijelaskan sccara detail, namun sciring berjalannya wakin desa kembali
dijclaskan sccara cksplisit pada UL No. 06 Tahun 2014 Tentang Desa. Kemudian
pada Pasal | ayat (1) menjclaskan bahwa pelaksanaan urusan pemerintah olch
Pemerintah Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat sctempat
berdasarkan asal-usul adat istiadat setempat yang diakui dan dibormati dalam
sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam mewujudkan
kescjahtraan umum tersebut desa merupakan vjung tombak dalam pelaksanaannya,
desa vang melambangkan media pemernntah pusat sckaligus media pemerintah
dacrah.

Mamun dalam hal kenyataonya kita dapat menilai bahwa hal terscbut belum
berjalan seperti vang telah direncanakan. Seperti yang tercatal dalam Rekaptulasi
Data Indeks Desa Membangun (1DM) Tahun 2018-201% dischutkn bahwa di
Kabupaten Lamandaw terdapat 1 desa sangat tertinggal, 22 desa tertinggal, 41 desa
berkembang, 20 desa maju dan | desa mandin. Data tersebut menunjukan bahwa
masih banyak desa yang belum berkembang.

Hasil  pencliian Budiants Rahmat  dan Febrina Rury (20200 tentang
Akuntahilitas Keoangan Desa dimana dalam penclitian terschut dijelaskan bahwa

pertanggung jawaban keuangan telah dilakukan sesuai dengan mekanisme vang ada



di ULT Moo 6 Tahun 2014 namun masih terdapat kendala yang harus diperbaiki salah
satunya adalah dalam pemahaman aparat desanya.

Sampai pada saat ini Desa masih belum menunjukan tanda-tanda perkembangan,
masyarakat desa masih tertinggal hal ini discbabkan oleh rendabnya sumber daya
manusia vang ada di desa terutama aparaturnya. Berdasarkan data vang didapat dari
Berita di Media Indonesia menycbutkan dan 74957 desa di seluruh Indonesia,
schanvak 60% kepala desa hanya lulusan SMP. Bahkan ada 15% wvang tanpa
pendidikan formal. Sisanva schanyak 25% lulusan SMA don Perguruan tinggi.
Sumber (https:/fmediaindonesia.comfnusantaral 259288/ lemahnya-sdm-peranglkat-
desa-schabkan-penyimpangan). Hal terscbut berbanding lurus dengan data yang
didapat dalam LAKIF DPMID Tahun 2020 vang menycbutkan masih rendahnya
kualitas aparatur penyelenggara pemenntah desa di Kabopaten Lamandau.

Scmentara itu apahila dilibat dari instansi-instansi Permnerintah Dacrah yang
dalam landasan legalistiknya baik dar segi, Undang-Undang, Peraturan
Pemerintah mavpun Peraturan Dacrahnya yang menghasilkan program kerja yang
berkaitan atau berhubungan dengan Desa, serta dilihat dan fungsinya yang
berhubungan atau yang berkaitan langsung dengan Pemerintah Desa hanyalah
Dinas Permberdayaan Masyarakat dan Desa.

Schingga menghadapi hal terscbut kita tidak dapat hanya menantikan kinerja
aparaturnnya membaik dengan sendirinya. namun diperlukan usaha nyata dard
instansi-instansi atau lembaga-lembaga pemenntah untuk menjadi penggemk
dalam gerakan meningkatkan koalitas Aparatur Desanya.

Pemerintahan desa vang baik merupakan scsvatu yang dimmgikan olch sctiap
masyarakat tentu, dalam mencapainya dibutuhkan sumber daya manusia yang
berkualitas terutama Aparatur Desanya schingga mercka mampu melakzanakan
tugas dan fungsinya sccara optimal.

Berdasarkan penjelazan tadi maka, sangat diperlukan peran dari Pemerintah
Dacrah terotarma dar Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, desa wajib
memberikan perhatian lebibh dalam masalabh kinerja aparaturnya karena mercka

merupakan aktor penggeraknya. Berdasarkan permasalahan terschut maka penulis



ingin mengkaji dan meneliti lebih dalam mengenai kinerja Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa dalam meningkatkan koalitas aparatur desa.

1.2.  Permasalahan

Adapun becherapa  permasalaban berkaitan dengan Kinerja DPMD dalam
meningkatakan kualitas aparatur desa di Kabupaten Lamandau salah satunya adalah
SDM apamaturnya yang belurm memenuhi standar dimana berdasarkan data Lakip
DPMID terdapat 41 orang pegawai dimana 23 orang berpendidikan SLTA dan baru
4 orang yang memiliki pendidikan Pasca Sarjana, data terscbut tentu akan
mempengarvhi performa dan DPMID dalam  melaksanakan tugasnya  yaitu
meninghkatkan kualitas aparatur desa,

Penggantian aparatur desa juga merupakan salah satn permasalahan yang
dihadapi oleh DPMIY dimana para aparatur desa yang telah dilatih dan didik diganti
akibat politik vang ada di desa schingga aparatur desa yang scharusnya merupakan

asct desa menjadi menghilang.

1.3.  Penelitian Sebelumnya

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu baik dalam konteks
cvaluasi kinerja maupun kontcks pemberdayaan kuoalitas aparatur. Penelitian
Fahmadan, Syahrul berjudul Analisis Fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan
Pemerintahan Desa Dalam Peningkatan Kinerja Aparatur Pemerintahan Desa 1
Kecamatan  Bengkalis  Kabupaten  Bengkalis  (Rahmadan,  Swyahrol - 2010),
mencrmukan bahwa masih rendahnya kualitas aparatur desa dischabkan karena
ketidak tahvan aparatur desa terhadap tugas dan Fungsi mercka. Sclain itu, pada
penelitian Muslim Mur’aini dan Irwan Masation yang berjudul Kinerja Aparat Desa
dalarn Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Pantai Labu Pelean (Muslim Nur” aini
dan Irwan MNasution 2014) menemukan bahwa salah satu kendala yvang dihadapi
olch aparat desa yaitu kerjasama antara aparatur desa masih merupakan mazalah
dimana antara aparat desa belum bisa terjalin kerja sama yang bhaik schingga
perlunya ada koordinasi dan bantuan dari Dinas terkait. Penclitian Zilfaroni dan Juli

Fonaldi yang berjudul Pengaruh Disiplin dan Kompetensi Kerja Terhadap Kinerja



Pegawai Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Dharmasaya
iLilfaroni dan Juli Ronaldi 2019) mengungkapkan bahwa salah satn faktor yang
berpengaruh dalam meningkatkan Kinerja DPMD dalam meningkatkan koalitas
aparatur desa adalah disiplin dan motivasi pegawai dimana dengan mewujudkan
disiplin maka akan memberikan motivasi yang dibutuhkan olch aparatur DPEMID.
Sclain itn Penclinan yang dilakukan olch Kurniadi, Edy dalam Peran Badan
Pemberdayaan Masyamkat dan Desa Melalui Frogram Peningkatan Pernberdayaan
Masyarakat Perdesaan I Kecamatan Kundur Barat Kabupaten Karimun, dimana
dalam penclitaian nya terswebut salaoh satu faktor penyebab rendahnya kinerja
DPMIY adalah keterbatasan APBIY yvang ada di dacrah schingga menycbahkan

terkendalanya beberapa kegiatan.

1.4. Pernvataan Kebaruan Imiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dimana Penulis melakukan evaluasi
kincrja yang DPMID lakukan dalam meningkatkan kuvalitas aparmatur desa di
Kabupaten Lamandau, menggunakan indikator maupun Dimensi yang berbeda
dibandingkan dengan Penelitian scbelumnya yakni menggunakan Pandangan T.R
Mitchell dalam Serdamayant (2009:51) yang mengatakan kinerja dilihat melalui
lima dimensi yaitn, Quality of work, Prompiness, Initiative, Capability,

Communicatbion.

L.5. Tujuan

Tujuan magang sccara umum adalah untuk mendeskripsikan kinerja Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam meningkatkan koalitas
Aparatur Desa di Kabupaten Lamandau, sedangkan sccara khusos adalah schagai
berilout :

. Untuk mendeskripsikan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Pemerintah Diesa dalam meningkatkan koalitas Aparatur Desa di Kabupaten

Lamandau.



2. Untuk mendeskrpsikan hambatan-hambatan yang mempengaruhi kinerja

Dinas  Pemberdayaan  Masyarakat  dan Pemerintah - Desa dalam
meningkatkan kualitas Aparatur Desa di Kabupaten Lamandau Kalimantan
Tengah.

3. Untuk mendeskripsikan vpava yang dilakukan Dinas Pemberdayooan
Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam mengatasi hambatan-hambatan
auna meningkatkan kualitas aparatur desa di Kabupaten Lamandan Provinsi
Kalimantan Tengah.

Il. METODE

Penulis dalam melakokan penclitian ini menggunakan metode  penelitian
kualitatif yang bhersifat  deskriptif dengan pendckatan  induktif. Metode ini
digunakan untuk menggambarkan aspek-aspek yang berkaitan fokus yang diamati
dan dikaj)i dengan pendekatan induktf. Hal ini bertujuan untuk memahami,
schingga dapat mengembangkan pernikiran dan pengetahuan dalam mencari apa
yang schenarnya dilapangan.

Dalam melak=anakan penelitian penulis menggunakan teknik pengumpulan data
beropa Teknik Triangulasi Sumber yaitu meliputi Wawancara, Ohbscrvasi dan
Dokumentasi. Penulis melakukan wawancara dengan metode semi tertruktur
tchadap 12 Informan dimana penulis merasa dengan menggunakan metode ini
Penulis dapat melakukan wawancara dengan tidak kaku atan Formal dan dapat
discsuaikan dengan kondisi dilapangan yang dinamis. Dimana para Informan
terschut terdin dari Kepala Dinas PMD, Kepala Bidang Pemerintahan Diecsa, Kepala
Scksi Penataon Desa. Kepala Scksi Administrasi Pemerintahan Desa, Kepala Scksi
Pengelolaan Kevangan & Aset Desa, Kepala Desa (Maju, Berkembang dan
Tertinggal), dan Masyarakat Desa (Maju, Berkembang dan Tertinggal). Adapun
untuk teknik analisi datanya menggunakan teori Analisis Data Kualitabil menomut
Simangunsong (2016:192) yaitu, Data Reduction, Data Display, dan Conclusion

DrawingVerification.



II1.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dalam Meningkatkan
Kualitas Aparatur Desa

Kincrja Aparatur sangat penting untuk suatu organisasi perangkat dacrah, baik
bagi pribadi ataupun orang lain. Menurut Moghriono (2014:95) pengertian “kinerja
atau performance merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan
suatu program kegiatan atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi, dan
misi organisasi yang dituangkan melalui perencanaan strategis suatu organisasi’.
Agar tercapal suatu kepastion objektif dalam mengukur hasil kinerja pernerintah
dalam pencliian ini maka parameter yang digunaokan penulis yaitu indikator
penilaian kinerja organisasi menumt TR, Mitchell dalam Serdamayanti (20049:51).
Dikclompokan ke dalam lima kategori yaitu; Quality of Work, Promptoess,
Initiative, Capahility, dan Communication.

Berikut merupakan tabel hasil kesimpulan Kinerja Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa dalam meningkatkan kualitas aparatur desa. menggunakan
teknik pengumpulan data, wawancam, observasi dan dokumentasi pada mekanisme

Kincrja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam meningkatkan kualitas

Aparatur Desa di Kabupaten Lamandau.

Takel 3. 1 Ringkasan Analisis dan Kesimpulan beberapa Dimensl dalam Konsep

Kinerja Dinas PMD

Mo D mem =i Ringkasan Sub Kesimpulan pada Dimensi Analisis dan
Foesimpalan
1 Kinerja Dinas PMD Masih belum mak=imal hal 101 dhikarenakan Dinas PMI
Kualitaz menemukan beberapa hambatan baik dan segi peraturan vang berubah sampeai
aparsiur desa vang dirbah
- Ketepatan Ketepatan waktu Dinas PMD dalam pelaksanaan tugas masih belum optimal Kinerja DPMD
- Wakin dikarenakan adunya beberapa hambatan yang dialami -::-|-\.:|'|.|.'.3'in'.|:-. PMID salah dalam
satunya sarana prasana vang belum memadal serta kondis jalan vang msak meningkatkan
3 Tnistatil pada Dinas FMD sudah cukup baik dalam bidang penyampaian kualitas aparaiur
' Inisiatal idefgagasan namun masth belum optimal dan segl upaya dan tindakan yang Jdesa masth belum
dilakukin oleh Dinas PMT maksimal dimana
1 Dalam dimenst imsiatf DPMD masth belum -::-p1im:|| dirmnana Eirgel vang misih masth
|'.-.|:rn:|mpu:|n dibentulzin masth rendah selain o DPMD qu:| menemukan |'l|.'|'l|:n|p:| hambatan | ditemukan beberapa
m.'p-:rli keterbatzman .-:.in:,'u.| di be h.'r.lrl:l Jduesa serla aparziiur dizsa yRIng digumi kambatan dalam
Berdasakan Dimens komunikast yang ada di DPMD sudab memiliki Hap-tiap dimensi.
] K ik komunikas: yang cukvp baik di bidang [ntemal namuon wniuk bidang Ekslemal

dan relasvkerja sama perlu lebih ditingkatkan dalam koordinasi antar
Instan=uBadan

Sumber: Analisis Penulis




Berdasarkan  tabel diatas dapat  disimpulkan bahwa  kinerja Dinas
Pemberdayaan Maswvarakat dan Desa dalam meningkatkan koalitas aparatur desa
masih belum optimal dikarnakan masih adanya beberapa hambatan dalam tiap-tiap

dimensi Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

3.2 Kondizsi Yang Mempengaruhi Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat

dan Desa Dalam Meningkatkan Kualitas Aparatur Desa

Dalam  proses untuk  mencapai wjuan  soatu organisasi  tentunya  akan
mencrmukan berbagail kendala dan permasalahan. Demikian pula halnya dengan
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamandau. Berdasarkan
hasil penclitian di  lapangan maka penulis menganalisa  beberapa kondisi
penghambat kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten

Lamandau dalam melaksanakan tugasnya.

311 Kondisi Penghambat
Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Dirs. Muriadi, M.5i1 scbagai
Kepala Dinas Pernberdayaan Masyarakat dan Diesa Kabupaten Lamandau pada hari
Jum’at, tanggal & Januan 2021 pukul 10.00 WIE bertempat di ruang kerja Kepala
Dinas Pemberdayaan Masyrakat dan Desa, kondisi yang menghambat Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamandaw adalah schagai berikut:
a. Penggantian Aparatur Desa Yang Merupakan Aset Desa
Scringnya terjadinya perombakan perangkat desa vang dilakokan aleh Kepala
Desa merupakan salah satu hambatan yang paling scring di alami Olch Dinas
PMI. Hal ini sering terjadi karena masih adanva unsur politik didalam desa yang
terjadi antara Kepala Desa dengan Perangkat Desa aton Kepala Desa dengan
Badan Pengawasan Desa.
Hal ini tentu menjadi kendala bagi Dinas PMD dimana dengan scringnya
terjadinya  perombakan perangkat desa terschut tentu akan mempengarohi
kualitas dari aparatur desanya itu scndiri dimana usaha yang sclama  ini

dilakukan olch Dinas PMD seperti pelatihan-pelatiha maupun Bimtck menjadi



sig-sia dikarcnakan hilangnya aparatur desa yang schenarmya merupakan asct
desa itu sendiri.

Sclain itu peronan kecamatan vang s=angat penting dalam  pemberian
rekomendasi pemberhentian perangkat desa turut berperan besar. Mamun, masih
kurangnya proscs crosscheck yang scharusnya dilakukan olch pihak kecamatan
scrin tidak dilibatkannya pihak Dinazs PMD dalam pengambilan keputusan
terschbut menyebabkan terjadinya proses perombakan aparatur desa tersebut.

Berdasarkan hal ini penulis berkesimpulan bahwa salah satu penychab
pengahambat Dinas PMIDY dalam peningkatan kualitas aparatur adalah scring
terjadinya penggantian aparatur desa yang schenamya merupakan aset desa.
Schingga hal ini harus menjadi acuan untuk kedepannya bagi Dinas PMD untuk
melakukaan koordinasi baik dengan pihak kecamatan, maupun pemerintah desa
terkait masalah tersebut.

Kurangnya Kualitas Pendidikan Sumber Dayva Aparatur Dinas
Pemberdayvaan Masyarakat dan Desa

Sumber daya vang berkualitas akan menghasilkan svatu kegiatan yang
berkualitas, begitupun schaliknya sumber daya yang rendah akan mempengaruhi
hasil kerja, serta keherhasilan dari suatu kegiatan. Dari pengamatan penolis pada
saal penelitian sumber daya manusia wyang ada di IMnas Pemberdayaan
Masyarakat dan Diesa masih kurang, terlihat dari jumlab personil yang berjumlah
41 orang personil terdir dan 28 PNS dan 13 orang Tenaga Kontrak, hanya 15
orang vang telah melak=anakan pendidikan sarjana (D351 dan 82), dan yang
lainnya mempunyai ijazah sampai Sckolah Menengah Atas (SMA).

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Alex Frandes Hutahean,
S5.Hut schagai Kepala Sckai Pengelolaan Kevangan dan Aset Desa Kabupaten
Lamandau pada hari Kamis, tanggal 7012021 pukul 0930 WIB bertempat di

ruangan Bidang Pemernintahan Desa, belian mengatakan:

Foalau herbicara masalah SDM ya SIDM sava rasa ya sudah memenuhi standar
artinya mampu bekerja tetapi yang masih dikelubkan kekurangan personil va,
kckurangan jumlah pegawai sayva msa vang kurang, kita membina 85 desa
dengan kondisi sckarang dimana ada tiga kasi artinya cukup besar kami wilayah
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yang harus kami masuki, kekurangon personil yang pastinya kalau SDAM vang
ada sckarang untuk tingkat pendidikan dan anunya saya rasa masih mencukupi
tapi kalau personilnya saja kurangnya terutama di tenaga ahli yang berhubungan
dengan aplikasi-aplikasi apalagi di bidang kevangan berbicara masalah agenda
satu tahun, satu tahun ini berjalan terus artinya ditambah lagi aplikasi- aplikasi
schingga menuntut perhatian dan ini menjadi tuntutan dari kementrian KPPN
baik wvertikal maupun horizontal, kementrian lainnya jadi, disitu o cukup
kewalahan artinya perlu pencukupan penambahan personil pegawai

Berdasarkaon wawancara terschut dapat terlihat babwa jumlah personil di
Dinas PMI? masih kurang sclain itu keperluan untuk tenaga ahli seperti admin
Aplikasi Siskendes, Prodeskel dan schagainya masib kurang dikarcnakan hanva
terdapat satu tenaga ahlinya yaitu Bapak Alex Frandes Hutahean, 5.Hut. Oleh
schab ity Dinas PMD Kabupaten Lamandau vang berkoordinasi dengan Dinas
PMIY Provinsi Kalimantan Tengah scring mengadakan Bimbingan Teknis dan
Pelatihan bagi para anggota Dinas PMID vang ada di dacmah, agar bertujuan dapat
menambah pengetahuan dan wawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi
Dinas PMD dalam menjalankan tugasnya sclain peningkatan dari muto
kualitasnya, Dinas PMD juga perlu melakukan penambahan tenaga SDMnya.

Menambahkan Sarana dan Prasana Dalam Menunjang Penyelenggaraan
Peningkatan Kualitas Aparatur Desa

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Drs. Muradi, M.Si

schagat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Diesa Kabupalen
Lamandau pada hari Jum’at, tanggal & JTanuari 2021 pukul 10.00 WIB berternpat
di ruang kerja Kepala Dinas Pemberdavaan Masyrakat dan Desa, belian
mengatakan :

Cukup saja walaupun scbenarnya masih kurang, kurang dalam artinya tu kan va
nama nya kita kabupaten pemekaran tapi kan cukup saja ya cukup memadai.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Alex Frandes Hutahean,
&.Hut schagai Kepala Scksi Pengelolaan Kevangan dan Asct Desa Kabupaten
Lamandau pada hari Kamis, tanggal 7012021 pukul 0930 WIB bertempat di
ruangan Bidang Pemerintahan Diesa, belian mengatakan:

Masih helum maksimal karena terkadang sarana kita seperti tempat pertermnuan
kemudian sarana mobilitas kita cukup masih dirasa kurang.
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Dari wawancara diatas dapat disimpulkan babwa kegiatan suatu organisasi tidak
akan berjalan efektil tanpa didukung ataw ditunjang oleh sarana dan prasarana
yang memadai. Namun, sclain penambaban darn scgi kualitas dan kuvantitas
sarana dan prasarana aparat juga haros meningkatkan besaran tunjangan kerja
seria koordinasi dengan pihak terkait laionya guna mencapai kinerja vang
maksimal.

Pengaruh dari Politik dan Budaya di Desa

Politik dan budaya merupakan salah satu sumber hambatan cksternal yang
dialami cleh Dinas PMD, hal ini dikarenakan dalam menjalankan permnerintahan
sclalu dipengaruhi unsur politik dan budaya.

Berdasarkon hasil wawancara penulis dengan Bapak Dres. Muriadi, M.Si
schagat Kepala Dinas Pemberdayoan Masyarakat dan Desa Kabupaten
Lamandau pada hari Jum’at, tanggal 8 Tanuari 2021 pukul 10.00 WIB berternpat
di ruang kerja Kepala Dinas Pemberdayaon Maosyarakat dan Desa, belian
mengatakan:

Riza terjadi tidak juga yang terlalu sering karena begini kadang-kadang misal
ada pilkades ada tiga calon yang kebetulan salab satu calon ini menang dua
calon ini kalah tetapi ketika rekroitmen BPD dva calon ini mencalonkan diri
schagai ketua BFPID nah ini yang jadi kadang-kadang kita menjadi kesolitan
karcna yang ketua BPD merasa schagai kepala desa padahal pemernintah desa
itu harus sclaras antara BPD dan kepala desa itu scjalan ya makanya politik-
politik di desa ity seperti itu tadi ketika jadi apabila tdak ditangani secara intens
juga dan  kecamatan  kadang-kadang  kebijakan itn juga sulit karcna
bagaimanapun dari pihak BPFD terlibat dalam penyusunan APBDes menampung
aspirasi masyarakal melakukan pengowasan apalagi konteks terkait dengan
penyusunan scgala peraturan desa dengan scbagainya kan ada keterlibatan BPD
di situ ya itu aja kendala tapi itu tidak banyak terjadi kasusnya hanya sedemikian
saja kalau yang lain baik-baik saja jadi kalau memang pasti ada tapi Cuma vang
terjadi seperti yang saya ceritakan tadi kalau kepentingan yang menyanzkut hal
lain-lain sih bdak ada saja.

Scdangkan untuk kondisi budaya sangat, sangat berpengaruh budaya itukan
sangat berpengaruh karcna kalaw kita di Lamandau ini kan masyarakatnya
memang sudah campur sih schenarmya tapi bagi desa yang sudah heterogen itu
mungkin lehih haik maksudnva lebih baik dari masyarakat desa yang homogen
homogen itu mizalnya kaya orang Landaw Kantu orang Landau Kantu semua
tidak ada orang lain kaya crang Jawa, Madura, Flores, bahkan di dacrah trans
itu kan yang schenarnya mayoritas nya orang jawa tapi kepala desa nya malah
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3.3

Iv.

orang Hores nah itukan sudabh mencrima keterbukaan, ya sclain itu biasanya
dacrah trans lebih cepat karcna mercka terbiasa di dacrah jawa .

Berdasarkon hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pengaruh
cksternal juga turut mempengaruhi hambatan pelaksanaan kinerja Dinas PMD
dalarm meningkatkan kualitas aparatur salah satunyanya yang dischabkan olch
pengaruh Politik dan Budaya, dimana disini DMinas PMID ditotut untuk
menangani sccara intens bersama pihak Kecamatan baik dan masalah politik

maupun budaya.

Diskusi Temuan Utama Penelitian

Berdasarkon hasil penclitian vang dilakukan penulis selama dilapangan
penulis berhasil menemukan permasalahan utama penychab rendahnya kualitas
aparatur desa di Kabupaten Lamandan. Penyebab utamanya vaitu karena pengaruh
politik yang ada di desa dimana pengaruh politik antara Badan Permusyawaratan
Diesa dan Kepala Desa atan Kepala Diesa dan Perangkat Desa. Hal ini terjadi
dimana ketika ada pertentangan politik dimana pihak vang berkuasa sering
mengubah anggota yang bersangkutan atau ada unsur Nepotisme dimana pihak
yang berkuasa memberikan jabatan kepada keluarganya schingga menyebabkan
pelatihan yang telah diberikan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
menjadi Hdak berguna karena harus melatih dari awal lagi. Hal ini menjadi termuan
utama dikarcnakan dalam penelitian terdabulu belum ada pembahasan mengenai

masaloh tersehut.

KESIMPULAN
Focsimpulan berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara seria hasil analisis
pada bab-bab scbelumnya terhadap Kinerja Dinas Pemberdayaon Masyrakat dan
Diesa dalam Meningkatkan Kualitas Aparatur Desa di Kabupaten LLamandau adalah
schagai berikut :
|. Kincrja Dinas Pemberdayaan Maosyamkat dan Desa Kabupaten Lamandau
masih belum optimal, dari lima dimensi‘kategon kinerja menurut T.R.

Mitchell tiga dimensikategori menunjukan performa yang belum baik,
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sementara dua dimensifkategon yang cukup baik rincian performa pada lima

dimensifkategori tersebut adalah sebagai berikut:

il.

=

d.

Kualitas kerja aparatur Dinas Pemberdayvaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Lamandau dari sisi hasil kerja belum mencapai tujuan

Organisasi.

. Kemampuan  aparatur dalam melaksanakan tugas sudah baik tapi

terkendala penggantian aparatur dari desa schingga usaha yang dilakukan
menjadi sia-sia.

[isiplin kerja aparatur Satvan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Kabupaten Lamandaw yang belum optimal, hal ini dikarenakan
cakupan luas wilayah yang besar dan medan yang rusak..

[nisiatif anggota Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten
[.amandau sudah baik namun belum maksimal dikarenakan tindakan atan
pemecaohan masalah yang ditawarkan tidak bisa menjadi pemecahan
masalah sccara permanen.

Komunikasi Intern dan Ekstern Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
[Desa Kabupaten Lamandan sudah berjalan dengan baik namun masih
diperlukan peningkatan =alah satunya dengan diadakan nya pertemuan

rutin untuk meningkatkan relasi antar Dinas/Badan terkait..

2. Terdapat kondisi penghambat kinerja Dinas Pemberdayaan Masvarakat dan

Desa kabupaten Lamandan dalam meningkatkan kualitas aparatur desa.

il.

Kondisi vang menghambat kinerja Dinas Pemberdayvaan Masyarakat dan

[Desa kabupaten Lamandow  dalam meningkatkan  ketentrmman dan

ketertiban umum adalah :

It Penggantian aparatur desa yang merupakan asct desa

2) Kurangnya kualitas dan kuantitas Sumber Daya Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Dicsa

3) Kurangnya sarana prazarana perlengkapan Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten lamandau dalam peningkatan
kualitas aparatur desa.

41 Pengaruh cksternal politik dan budaya
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V. UCAPAN TERIMA KASIH
LUlcapan terima kasih terutama kepada Kepala Dinas PMIY dan seluruh Aparat
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sckaligus melakukan penclitian sclama satu bulan, serta scluruh pihak yang

membantu dan menyukscskan pelaksanaan penelitian.
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